
BUPATl GORONTAW 

PROVJNSJ GORONTAW 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR '!6" TAHUN 2024 

TENT ANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

OENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTAW, 

Menimbang: bahwa untuk mclakeanakan kclcnluan paso..I 18 Pffaluran 
Daerah Kabupaten Oorcntatc Nomor 7 Tahun 2024 tentang 
Anggaran Pendapalan dan Bdanja Daerah Tahun Anggaran 
2025, pcrlu ditclapkan Pcraturan Bupati tcntang Pw:njabaran 
AnY.,g!U"an Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupalcn Goronla.lo 
Tahun Anggaran 2025 sebegai landasan opcrasional 
pelaksanaan APBD Tahun Anggamn 2025; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Oaerah-daerah Tingkat II di Sulav.-esi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Ta.tnba.han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembara.n Negara kepublik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambe.he.n Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4286) sebagaiarnana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harm.onisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaiamana 
telah diubah bcberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan 
(Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2021 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6736); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

6 Tahun 2023 Tentang Penet.apan Peraturan Pcmerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 
6. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pcmcrintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 6 757); 
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7. Penuuran Pemeeintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kcpala 
Oaerah (Lembaran Negara Rcpublik lndonesi111 Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pcngelolaan Kcuangan Baden Leya.nan Umum sebagaimana 
tcla.� diubah dengan Pcraturan Pcmerintah Republik 
Indonesia Nomor 74 T.11hun 2012 tentang Pcrubahe.n 

Peraturan Pcmerintnh Nomor 23 Tahun 2005 tenlang 
Pengelolaan Keoengan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
53401; 

9. Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan {Lt:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembuan Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

IO. Pcraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan 
Pt>nyt>lenggll.l'aan Pemerintah Daerah kepada Pemerlnlah, 
Laporan Kctcrangan Pcrlanggungjawaban Kcpala Dacrah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah dan lnformasi 
Lapcran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Masyuakat (Lembara.n Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4693) Sebagaimana td.ah diubah dcngan 
Peraturltfl Pemerinlah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2019 tcntang Laporan dan Evaluasi Penyetenggaraan 
Pemerintah Deerah (Lembamn Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 
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11. Pemturan Pemerinteh Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wcwcnang scrta Kedudukan 
Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
PrOVUlsi Gorontalo, Sebagaimana Telah diubah beberapa kali 

dengan Peratu-ran Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pdaksanaan Tugaa dan Wewcnang Gubernur Scbagai Wal<ll 
Pemcrintah Pusat (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109.Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 

12. Peraruran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Namor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pt:mbinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 
NollKIT 73, Tambahan Lcmbttran Negara Republik Indonesia 
Nomor6Ml); 

14. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan PimpinM dan Adminietratif Pimpin.11n dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

15. Pw:ratu.ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tar.a ca.ra Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tenlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaenth dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapaian dan Belanja Oaerah sebaga.imana telah 
beberapa kah diubah, terak.hir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peratunin 
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Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Dacrah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan 
Rancangan Pcraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelakaanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067]; 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tentang Pedoman 

Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah. (Serita Negara 

Rwpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2025; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 

03 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 

Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 

7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendepatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 Nomor 7); 
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Mcnetapkan : PERATURAN 

PENDAPATAN 

2025. 

MEMIITUSKAN: 

BUPATI TENTANG PENJABARAN 

DAN BEL-\NJA DJ\ERAH TAHUN 
ANGGARAN 

ANOOARAN 

Pasal 1 

Dalam Pttaturan Bupatl lni yl:lng dimaksud dcnga.n : 
1. Dacrah adalah Kabupatcn Gorontalo. 

2. Pt:mcrintah adalah Bupati dan Perangkat lainnya eebagai unsur 
penyclcnggara Pt!menntah . 

3. Pcmcrintahan Oaerah e.dalah pcnyclenggaraan 
Dae.rah dan Pemerintah 

otonomi &M, menurut dacrah 

pemcrintahan oleh 

perwakilan rakyat 

tugee pembanluan dcngan prinaip ot.onom.i eeluas·luasnya 
dalam sistcm dan prinsip Negara Kcsatuan Rcpublik 
Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Casar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah 
Bupati Kabupatcn Oorontalo 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae.rah yang 
eelanjutnya disingkat APBD adalah rencana knmngan 
tahunan D.ierah yang ditetapkan dcngan Perda. 

5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk kc kas 
Deeeah. 

6. Pcngeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 
Dacrah. 

7. Pendapatan Dacrah adalah semua bak Daerah yang diakui 

eebegei peruimbah nilai kekayaan benih dalam pcriode 
tahun anggaran berkenaan. 

8. Belanja Daerah adalah scmua kewaj1ban Pemerintah 
Dacrah yang dialcui scbagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran bcrkenaan. 
9. Pcmbiayaan adalah setiap pcnerimaan yang perlu dlbayar 

kembali dan/a1au penge.tuaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran berkcnaan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
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10. Pinjaman Daereh adalah semua transaksi yang 
mengakibatkan Daera.h mcnerima eejumlah uang ateu 
menerima man!aat yang bem.ilal uang darl plhak lain 
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 

membaya:r kembali. 
11. Utang Daerah yang sclanjulnya disebut Utang itdalah 

jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah 

dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai 
dengan uang berdasarkan pcraturan perundangundangan, 
perjanjian, al8.u bcrdasarkan sebab lainnya 
yangsah. 

12. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi 

Pemctintah Daerah pad.a Pemerintah Pusat, Pcmcrintah 
Dacrnh lainnya, badan Jayanan umum da.erah milik 
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, 
Badan Usaha Milik Daerah, kopcrasi, dan masyarakat 
dengan hak memperolch bunga dan pengembalian pokok 
pinjaman. 

13. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 

mendanai kebutuhan pcmbanguna.n prasarana dan sarana 
Daerah yang tktak dapat dibcbankan daJam 1 [aatu] tahun 
anggaran. 

14. Dokutoen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kcrja Perang.kat 
Daerah yang �lanjutnya disingkat OPA SKPD ada\ah 
dokumen yang memuat pendapatan dan be\anja SKPD 
atau dokumen yang mcmuat pendapatan, belanje, dan 

Ptmbiayean SKPO yang mchtksanakan fungsi bendahara 
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggara.n olch pcngguna anggaran. 

15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 
kepada Pemcrintah Daerah dan/atau hak. Pe:nerintah 
Daerah yang dapat dinilai dcngan uang sebagai akibat 

perjanjian at.au akibat lainnya bt:rdasarkan kct.entuan 
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peraturan perundirng-undangan atau ekibat lainnya yang 

,ah, 

16. Urusan Pemcrintahan W11jib adalah Urusan Prmerintaban 

yang wajib diselenggarakan oleh semua Dacrah. 
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 

pemerintehen yang we.jib diselenggaraka.n o\eh Daerah 
sesuai dcngan potensi yang dimilik.i Daerah. 

18. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik unruk 
mcmenuhi kcbutuhan dasar warga ncgara. 

Paeal 2 
APBD tcrdiri ata, pendape.tan dacrah, bclaaja daerah dan 
pembiayaan daerah. 

Pasal 3 

APBO Kabupsten Ooront.alo Tahun Anggaran 2025 berjum!Rh Rp. 
1.530.437.741.962,00 (Satu Triliun Um11 Ratus TI&a Pu\uh Milil:II 

Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratua Empat Puluh 
Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) tcrdir1 atas 
pendapetan da.erah, bchtnja dauah dan pembiayaan daerah 
dcngan rineian sebagai berilcut : 

a. Pendepatan asli daerah; 
b. Pendapatan transrer; 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah scbagaimana dimaksud dalam Pual 3 

huru! a direncanakan scbesar Rp. 215.612.220.146,00 (Dua 
Rarus Lima Bclas Millar EJUUn Ratus Du11 Belas Juta Dua 
Ratus Dua Puluh Ribu Scratus Empe,t Puiuh Enam Rupiah) 
yang teniiri atas : 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
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c. Hasil pengelolaan kekayaan dacrah yang di pisahkan; 

dan 

d. Lain-la.In pcndapatan asli daerah yang sah; 
(2) Pajak daerah scbagaimana dimaksud pada ayat {lJ huruf a 

dircncanakan eeeeser Rp. 75.184.078.674,00 (Tujuh Puluh 

Lima Miliar Seratu9 Delapan Puluh Empat Jul.a Tujuh Puluh 
Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) 

(3) Rctribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dsrencaneken sebesar Rp. l 15.992.214.520,00 (Scratu9 Lima 

Belas MWar Sembilan Rati.Js Sembilan Puluh Dua Juta Dua 
Ratus Empat Belas Ribu Uma Ratus Dua Puluh Rupiah) 

(4) Hasil pengelolaan kekaya.an daerah yang dipisahkan 
11ebag11.imana dimaksud pe.da ayat (11 huruf c dircnce.nakan 
sebesar Rp. 4.100.130.413,00 (Empat Millar Scratus Juta 

Seratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupi.ahl 
{SJ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana 

dimak.sud pada ayat {l) hurur d direncanakan sebesar 
Rp. 20.335.796.539,00 (Dua Pu!uh Miliar Tiga Ratus Tiga 
Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Scmbi!an Puluh Enam Ribu 

Lima Ratue Tiga Puluh Scmb1lan Rupiah) 

Pasal 5 

(1) Angga.r&.n pajak daerab sebaga.unana dimaksud dalam Pasal 4 
hurur a dircncanakan scbcsar Rp. 75.184.078.674,00 (l'ujuh 
Puluh Lima Mililll" Serarue Delapan Puluh Empat Juta Tujuh 
Puluh Delapan Ribu Enwn Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) 

yang tcrdiri alas : 
a. Pajak Rcklamc Papan/Billboard/Vidcotron/ Mcgall"on Rp. 

l.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) 
b. Pajak Rektamc Kain Rp. 250.000.000,00 (Dua Rattu Lima 

Puluh Juta Rupiah) 
c. Pajak Air Tanah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Llma Juta 

Rupiah) 
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d. Pajak Sw-ang Burung Wal.et Rp. 50.000.000,00 (Lima 
Puluh Juta Rupiah) 

e. Pajak Paslr dan Kcrikil Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus 
Juta Rupiah) 

r. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp. 
1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratue Lima Puluh Juta 
Rupiah) 

g- PBBP'2 Rp. 9.295.000.000,00 (Scmbilan M1liar Dua Ratus 
Scmbilan PuJuh Lima Juta Rupiah) 

h. BPHTB·Pcmindahan H�k Rp. 4.500.000.000,00 (Empat 
Miliar Lima Ratu11, Juta Rupiah) 

i. BPHTB-Pcmbcrian Hak Bwu Rp. 2.000.000.000.00 (Dua 
Miliar Rupiahl 

J. PBJT-Makanan dan/allilu Minuman Rp. 2.500.000.000,00 
(Dua Millar Lima Ratus Juta Rupiah) 

k. PB.JT-Tcnaga Listrik Rp. 19.000.000.000,00 JScmbilan 
Bclas Millar) 

I. PBJT.Jasa Perhotclan Rp. 100.000.000,00 (Sel'atus Juta 
Rupiah) 

m. PSJT-Jasa Parkir Rp. 350.000.000,00 fTiga. Ratus Uma 
Puluh Juta Rupiah) 

n. PBJT .Jasa Kcscnian dan Hiburan Rp 50.000.000,00 (Lima 
Puluh Juta Rupiah) 

o. Opscn PKB Rp. 16.402.082.519,00 (Enam Bclas Millar 
Empat Ratus Dua Juta Delapan PuJuh Dua Ribu Lima 
Ratua Scmbilan Bclas Rupiah) 

p. Opscn BBNKB Rp. 18.411.996.155,00 (Delapan Betas 
Milio.r Empat Ratus Sebetas Juta Sembilan Ratus Sembilan 
Puluh Enam Ribu Sel'atue Llma Puluh Lima Rupiah) 

(2) Anggaran retribusi daerah aebagaimana dimekeud da!am Pasal 
4 huruf b duencenakan eebesar Rp. 115.992.214.520,00 
{Scratus Lima Bclas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua 
Juta Dua Ratus Empat Bclas Ribu Llma Ratus Dua Puluh 
Rupiah) yang tcrdiri atas : 
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a. Retribusi jasa umwn Rp. 111.233.789.063,00 (Seratus 
Sebelas Millar Dua Ralus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh 

Ratu• ln-lapan Puluh Sembilan Ribu Eruun Puluh Tiga 
Rupiah) 

b. Retribusi jasa usaha Rp. 3.206.832.118,00 ('Tiga Miliar 

Dua Ratu, Enam Juta Oclapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu 
Seratus Dclapa.n Belae Rupiah] 

c. Retribusi perizinan tenentu Rp. l.551.593.339,00 (Satu 
Millar Lim.a Ratus Lima Puluh Satu Juta uma Ratus 

Sembilan Puluh Tiga Ribu TigB Ratus Tiga Puiuh Sembih1n 
Rupiah) 

(3) Anggaran heeil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
acbe.ga1mana drmakeud dalem Pasal 4 huruf c d.irencanakan 
sebesar Rp. 4.100.130.413,00 (Empat Miliar Seratus Juta 
Seratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Be!as Rupiah) yang 
terdiri dari bagian laba yang dibagikan kcpada pemerintah 
daerab (dividen) al.as penyertaan modal pa.da BUMD sebesar 
Rp. 4.100.130.413,00 (Empat Miliar Seratus Juta Seratus Tiga 
Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah) 

(4) Anggaran lain-lain pendapatan tt.sli daerah yang sah 
eebegaimana dimaksud dalam Pase! 4 hurur d direncanakan 
eebeser Rp. 20.335.796.539,00 (Dua Puluh Miliar Tiga Ratus 
Tiga Puluh Llma Juta Tujuh Ratu11 Sembilan Puluh Enaro Ribu 
Lima Ratu9 Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri alas: 
a. jasa giro Rp. 7.377.776.131,00 ('I'ujuh Millar Tiga Ratus 

Tujuh Putuh Tujuh Juta Tujuh Ratu11 Tujuh Puluh enam 

Ribu Sertt.tus Tiga Pu!uh Satu Ruplahl 
b. pendapatan bunga Rp. 0.00 (Nol Rupiah) 
c. pcnenma.e.n atee tuntutan ganti kerugian keuangan daerah 

Rp. 12.958.020.408,00 {Dua Bela, Millar Sembllan RBtus 
Lima Puluh Dela.pan Juta Dua Puluh Ribu Empal Ratus 
Dclapan Rupiah) 

d. pendapata.n denda etee keterlambe.tan pelakaanaan 

pckerjae.n Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 



e. pcndapw.tan denda retribusi Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 
r. pcndapatan dari pengembe.lian Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 

g. pendapatan dana kapitasi je.minan Kesehatan nasional 
i,JKN) pada fasilitas Kc11ehal.an tingkat pcrtama (FJ,,.IP) Rp. 
0,00 (Nol Rupiah) 

(1) Anggaran ..... 
Pasal 6 

pendapatan transfer aebagaimana dimak11ud dalam 

3 huruf b direncanakan eebeeer Rp. 
l.309.964.071.816,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Millar 
Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu 
Ribu Delapan Ra1ua Enarn Bela& H:upiah) yang terdiri ata1 : 

a. pendapalan tranarer pemerintah pueat: 
b. pcndapatan transfer antar daerah 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat 11Cbagaimana climaksud 

pada ayat ( 11 huruf a dircncanakan sebcaar Rp. 
1.273.568.500.000,00 (Satu Triliun Dua Ratue Tujuh Puluh 
Ttga Millar Lima Rstus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus 
Ribu Rupiah) 

(3) Pendapawn transfer antar daerah 1ebagaunana dimaksud pada 
ayat (I) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.395.571.816,00 

(Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ralus Sembilan Puluh Lima Juta 

Lima Ratu1 Tujuh Puluh Se.tu Rlbu Oelapan Ratu1 Enam Bcla1 
Rupiah) 

Pasal 7 
(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat acbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 
l.273.568.500.000,00 {Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh 

Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puh .. rh Dela.pan Jute. Uma Ratus 
Ribu Rupiah) yang terdiri alas; 

a. Dana Desa Rp. 160.530.028.000,00 [Seratua Enam Puluh 

Miliar Lima Ratus Tiga i>uluh Juta Dua Puluh Oelapan 

Ribu Rupiah) 
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b. Dana Bagi Hasil (DBHJ Rp. 10.786.342.000,00 (Sepuluh 
Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus 
Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) 

c. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 781.210.248.000,00 (TUjuh 
Ratus Delapan Puluh Satu Millar Dua Ratus Sepuiuh Juta 

Dua Ratus Empat Puluh Delape.n Ribu Rupiah) 
d. Dana Alokasl Khusus {DAK) Rp. 313.193.856.000.00 (Tiga 

Ratus Tiga Bclas Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta 
Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) 

(2) Mggaran pendapatan transrer antar daerah sebagalmana 
dunaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dicencanakan sebeeer Rp. 
36.395.571.816.00 (Tiga Puluh Enam Millar Tiga Ratus 

Sembi!a.n Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu 
Delapan Ratus Enam Betas Rupiah) yang terdiri dari 

a. Pcndapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakac Kendaraan 

Bermotor Rp. 19.552.034.124,00 (Scmbilan Bclas Miliar 

Lima Ratua Lima Pu\uh Due Juta Tiga Pu\uh Empat Ribu 
Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) 

b. Pendapa1.an Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp. 
10.377.582.00 (Sepuluh Juta Tiga Ratua Tujuh Puluh 
Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) 

c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp. 16.833.160.110,00 

(Enam Be\as Milw.r Delapan Ratus Tlga Puluh Tiga Juta 
Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) 

Pasal 8 

(1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebe.gaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 
4.B61.450.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh 
Sa.tu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri 
atas: 
a. -pendapatan hibah; dan 
b. lain-lain pendapalan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 



(2) Pendapatan hiOOh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan eebesar Rp 4.861.450.000,00 {E:mpat Millar 

Dclapan Ratua Enam Putuh Satll Juta Empat Ratus Llma 
Puluh Ribu Rupiahl 

(3) Lain-lain pcndapatan scsuai dcngan ketentuan peraturan 
perundang-undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hun.if b direncanakan scbcsar Rp. 0,00 (nol rupiah). 

Pa,al 9 

(1) Pendapatan hibah eebagaimana dimakaud dalam Pasal 8 Ayat 
(1) huruf a dircncanakan sebesar Rp. 4.861.450.000,00 (Empat 
Millar Delapan Ratua Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima 
Puluh Ribu Rupiah) yang terdsri dari pendapatan htbah dart 
badan/Lembaga/organisasi de.lam negcri/luar negeri sebcsar 
Rp. 4.861.450.000,00 (Empet Millar Delapan Ratus Enam 
Puluh Satu Juta Empat Ratua Uma Puluh Ribu Rupiah) 

{2) lain-lain pcndapatan &esuai dcngan kctcntuan peraturan 
pcrundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (I) hurufb dircncanakan scbesar Rp. 0,00 (Nol Rupieh) 

Pasal 10 
Anggaran belanja deerah tahun anggaran 2025 dircncanakan 

sebesar Rp. l.464.620.752.766.00 (Satu Triliun Empat Ratua 
Emun Pu.I.uh Empe.t Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tujuh 
Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Rants Ene.m Puluh Enarn 
Rupiah), yang terdiri eeee : 

a. Bclanja opcntai; 
b. Belanja modal; 
c. Bclanja tidak terduga; dan 
d. Bclanja u-ansfer. 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja opcrasi scbagaimtlJl& dima.ksud dalam Pasal 
10 huruf a direncanakan .cbcsar Rp. 1.058.210.335.444,00 
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(Satu Trilyun Lima Puluh Delapan Milittr Dua Ratus Sepuluh 
Juta Tiga Ratua Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat 
Puluh Empe.t Rupiah) yang terdiri atas : 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang danjasa; 
c. Betanja bunga; 
d. Belanja 1:1ub1idi; 
e. Belanja hibah; dan 
f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pcgawai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurur a 
direncenakan sebesar Rp. 696.292.355.633,00,00 (Enam Ratus 
Sembilan Puluh Enam M1liar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua 
Juta Tiga Rat'Ua Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratua Tiga Puluh 
Tiga Rupiah) 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dunakaud pada ayat (1) 
hurur b direncanakan eebeeer Rp. 342.878.560.457,00 (Tiga 
Ratulll Empat Puluh Dua Miliu.r Dclcpe.n Ratu1:1 Tujuh Puluh 
Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima 
Puluh 1\ijuh Rupiah) 

(4) Belanja bunga 8Cbagaimana. dimak.sud pada ayat (1) hurur c 
drrencanakan scbesar Rp. 910.345.112,00 {Sembi.lan Ratus 
Sepuluh Juta Tiga Ra.tus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Dua 
Belas Rupiah) 

(SJ Bclanja subskH scbagaimana dimaksud pada ayat (IJ huruf d 
dircnca.nakan scbcsar Rp. 0,00 (Nol Rupiah). 

(6) Bclanja hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e 

direncanakan aebesar Rp. 18.129.074.242,00 (Dctapan Belas 
Millar Scratus Dua Puluh seeobuan Juta Tujuh Puluh Empat 
Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah] 

(7) Belanja bantuan eceial eebegarrnana dimaksud pada ayat {l) 
huruf l direncanakan scbesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah). 
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Pasal 12 
(1) Anggaran bclanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Paaal 

11 ayat (1) huruf a direncano.kan aebesar Rp. 
696.292.355.633,00,00 (Enam Ratua Sembilan Puluh Enam 
Millar Dua Ratus Scmbilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima 
Puluh Lima Ribu Enarn Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang 
terdiri atas : 
a. Bclanja Gaji dan tunjangan ASN; 
b. Belanja Tambahan penghasilan ASN; 

c. Bclanja Oaji dan tunjangan DPRD; 
d. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH; 
e. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta 

KDH/WKOH; 

f. Bclanja Pegawai BOSP 
g. Belanja Pegewai BLUD 

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN aebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) huruf a direncanakan eebesar Rp. 453.947.238.546,00 
(Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratua Empat 
Puluh Tujuh Jula Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima 
Ratus Empat Puluh Enrun Rupiah) 

(3) Belanja Tambahan penghaailan ASN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (J) huruf b direncanakan sebesar Rp. 
195 805.963.134.00 (Seratus Sembilan Puluh Luna Miliar 
Oelapan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga 
Ribu Seratus Tiga Puluh Em pat Rupiah) 

a. Belanja tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 
ASN Rp. 26.603.147.004,00 (Dua Puluh Enam Milie,r 
Enam Ratus Tiga Juta Scratus Empat Puluh Tujuh Ribu 
Empat Rupiah) 

b. Belanja Tambahan Pt'nghasilan bc.rdasarkan Prtstasi 

Kerja ASN Rp. 61.946.614.451,00 (Enam Puluh Satu 

Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam 
Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu 

Rupiah) 



c. Bclanja 
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Tambahan penghasilan berdasarkan 
pertirnbangan objektir lainnya ASN Rp. 

106.701.201.679,00 (SeratUI Enam Millar T\.tjuh RatUI 
Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Enam Ratus Tujuh 
Puluh Sernbilan Rupiah) 

('11 Be\anja Gajt dan tunjangan DPRD M!bagllimana dimak11ud pada 
ayat (II huruf c direncanakan eebeeer Rp. 18.856.259.431,00 

(Delapan Belas Millar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta 
Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh 

Satu Rupiah) 

(5) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH seb6gairnana 
dimak!lud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 

4'16.363.522,00 jEmpat Ratue Empat Puluh Enrun Juta Tiga 
Ratus Ena.m Puluh Tiga Rlbu Llma Ratus Dua Puluh Dua 

Rupiah) 
(6) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 

aebapimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp. 801.600.000,00 (Delapan Ratus Satu Juta Enam 
Ratus Ribu Rupiah) 

'7) Belanja Pegaw&J BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf r direncanakan sebesar Rp. 16.122.391.000,00 (Ena.rn 
Belas Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sernbilan 
Puluh Satu Ribu Rupiah) 

(8) Be\anja Pegawai BLUD 11ebagaimana dimaksud pada ayat {l) 
huruC g direncanakan sebesar Rp. 10.312.54-0.000,00 ISepuluh 

Miliar T:iga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh 

Ribu Rupiah) 

Pasal 13 

(l} Belanja Anggaran gaji dan tunjangan ASN aebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 e.yat (2) direncanakan scbesar Rp. 

453.947.238.546,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar 

Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh 
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Delapan Ribu Li.Jna Ratus Empu.l Puluh Enam Rupiah), yang 

terdiri atas : 
a. gaji pokok ASN Rp. 330.066.320.642,00 (Tiga Ratus Tiga 

Puluh Miliar Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua 
Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) 

b. tunjangan keluarga ASN Rp. 29.151.374.180,00 (Dua 
Puluh Sembilan Mili.ar Serarue Lima Puluh Satu Juta Tiga 
Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Scratus Delapan Puluh 

Rupiah) 
c. tunjangan jabatan ASN Rp. 7. 710.475.000,00 (Tujuh Miliar 

Tujuh Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Uma 
Ribu Rupiah) 

d. tunjangan fungsional ASN Rp. 27.979.457.000,00 (Dua. 
Puluh Tujuh Millar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan 
Juta Empat Ratus Luna Puluh Tujuh Ribu Rupiah) 

e. tunjangan fungsional umum ASN Rp. 2.926.940.000,00 
(Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Jut.a 
Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) 

f. tunjangan beras ASN Rp. 15.930.116.678,00 (Lima Bclas 

Millar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Enam 
Be\as Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dclapan Rupiah) 

g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN Rp. 

5.516.713.947,00 (Lima Miliar Lima Ratus Enam Betas 
Juta Tujuh Ratus Tiga Bclas Ribu Sembilan Ratus Empat 
Puluh Tujuh Rupiah) 

h. pembulatan gaji ASN Rp. 6.662.990,00 (Enam Juta Enam 

Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus sembnen 
Puluh Rupiah) 

i. iuran jaminan Kesehatan ASN Rp. 26.898.085.066,00 /Dua 
Puluh Enam Miliar Dclapan Ratus Scmbilan Puluh 
Delo.pan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Enam Puluh 
Enam Rupiah) 

J. iuranjaminan kccelakaan kerja ASN Rp. 785.722.975,00 
(Tujuh Raius Delapan Puluh 1..ima Jula Tujuh Ratus Dua 
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Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima 

Rupiah) 
k. iunu'l jruninan kematian ASN Rp. 2.355.856.170,00 \Dua 

Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus 
Uma Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) 

l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN 

Rp. 4.619.513.898,00 (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan 

Bclas Juta lime Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus 

Sembilan Puluh Delapan Rupiah) 

{2) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 
195.805.963.134,00 (Stratus Sembilan Puluh Lima M1li:u 

Delapan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga 
Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah) 

a. Belanja tambahan Penghasilan berdasarkan Behan Kerja 
ASN Rp. 26.564.928.436,00 {Dua Puluh Enam Miliar 

Lima Ratua Enam Puluh Empat Juta Sernbilan Ratus 
Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam 

Rupiah) 

b. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi 

Kerja ASN Rp. 61.984.833.019,00 (Enam Puluh Satu 

Miliar &mbilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta. 

Delapan Rat\ls Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Belas 
Rupiah) 

c. Bclanja Tambahan penghasilan berdasarkan 

penimbangan objektif lainnya ASN Rp. 
106.701.201.679,00 (Seratus Enarn Millar Tujuh Ratus 

Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Enam Ratus Tujuh 
Puluh Semb!.lan Rupiah) 

d. tambahan penghaeilan berdasarkan tempat bcrtugas ASN 
Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 

e, tambahan penghasilan bcrdasarkan kondisi kerja ASN 
Rp. 0,00. {Nol Rupiah) 

j----- - A- - ', ,:,,, '"$ '1 i· .,, I;:;; -1� .. i .. ... L,.""' ... 
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(3) Belanja Tambahan penghatiilan berdasarkan pcrtimbangan 
objcktif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
hurur c direncanakan sebesar Rp. 106.701.201.679,00 (Scrat\J!I 
Enam M1liar Tujuh Ratus Sa.tu Juta Dua Ratus Satu Ribu 
Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas : 

a. Belanja In!lffltif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah­ 
Pajak Reklame Rp. 55.625.000,00 {Lima Puluh Lima Juta 
Enam Ratus Dua Puluh Uma Ribu Rupiah) 

b. Bclanja Jnsenlif bagi ASN 11.t.a.11 Pemungutan Pajak Daerah­ 

Pajak Air Tanah Rp. 222.500,00 (Dua Ratu1 Dua Puluh 
Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) 

c. Belrutja Insentif bagr ASN ate.s Pemungute.n Pajak Daerah­ 

Pajak Sarang Bun.mg Walet Rp. 4.450.000,00 (Empat Juta 
Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiahl 

d. Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah· 

Pajak Mineral Bukan Logam den Batuan Rp. 
55.625.0<Xl,OO (Lima Pl.duh Lima Juta Enam Ratus Dua 
Puluh Lima Ribu Rupiah) 

e. Bclanja lnsentif bagi ASN aree Pemungutan Pajak Daerah­ 

Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp. 
413.627.500,00 (Empat Ratus Tiga Belas Jute Enam Ratus 

Dua Puluh Tujuh Ribu Llma J.:atus Rupiah) 
r. Bclanja Jnxntif bagi II.SN 11.uu1 Pemunguta.n Pajak Daerah­ 

Bea Percjchan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp. 
445.000.000,00 (Ernpat Ratus Empat Puluh Lima Juta 
Rupiah) 

&· Bclanja Tnsentir bagi ASN atas Pemungutan Pajak Oaerah· 

Pajak Barang dan Jasa Tertcntu (PBJf) Rp 
.1.027.950.000,00 (Satu Milisr Dua Puluh Tujuh Juta 

Sembila1t Ratua Lima Puluh Ribu Rupiah) 
h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pernungutan Retribusi 

Daerah-Rctribusi Jasa Usaha·Pemakaian Kekayaan 
Daerah Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 
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i, Belanja Int1enll! bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 
Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir Rp. 
0,00 (Nol Rupiah) 

j. Belanja ln8efltir bagi /I.SN atas Pemungutan Retribusi 
Daerah-Retribusi Jasa Uaaha-Tempat 
Penginapen/Pnanggrahan/Vila Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 

k. Belanja Inscntir bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 
Daerah·Retribusi Jasa Use.ha-Rumah Potong Hewan Rp. 
o.oo {Nol RupilUl) 

I. Belanja lnsenti! bagi ASN ataa Pcmungutan Retribusi 
Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan 
Olahraga Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 

m. Belanja lnscntif bagi ASN e.tos Pemungutan Retribusi 
Daerah-Retribusi Jasa Usaha-PenjuaJan Produksi Usaha 
Daerah Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 

n. Belanja lnaentif bagi ASN atas Pemungutan RetribuGi 

Daerah-Retribuai Perizinan Tertentu-Peraetujuan 
Bangunan Oedung Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 

o. Belanja lnscntif hagi ASN alas Pemungutan Relribusi 
Daerah-Retribusi Ja,a Usaha-Retribusi Penyedialln 
Tempat Kegiatan Usaha bcrupa Pasar, Grosir, Pertokoan, 
dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 

p. Belanja lnaentif bagi ASN etas Peinungutan Retribusi 
Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pcmakaian Kekayaan 
Daera.h Rp. 349.606.273,00 (Tiga Ratus Empat Puluh 
Sembilan Juta Enam Ratus Enam Ribu Dua Ra.tus Tujuh 
Puluh Tiga Rupiah) 

q. Belanja lnscntif bagi ASN atee Pemungutan Retribusi 
Daerah-Rctribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyed1aan 
Tcmpa.t Khusus Parkir Dilue.r Bada.n Jalan Rp. 0,00 (Nol 
Rupiah) 

r. Bcle.nja lnsentif bagi ASN etee Pemungutan Retribusi 
Oaerah-Retribusi .Jasa Usaha-Rctribusi Pemanfa.alan Asel 
Daerah Rp. 0.00 (Nol Rupiah) 
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s. Bdanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 
Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemaniaatan Aset 

Daerah Rp. 15.704.406,00 (Lima Belas Juta Tu,juh Ratus 
Empat Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) 

t. tunjangan profesi guru (T'PGI 
102.845.615.000,00 (Seratus Dua Miliar 

PNSD Rp. 

Delapan Ratus 
Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu 

Rupiah) 
u. tunjangan khusus guru (TKG) PNSD Rp. 488.7l6.000,00 

(Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta 1'ujuh Ral'us 
Enam Belas Ribu Rupiah) 

v. tambahan penghasilan {tam sit) Guru PNSD Rp. 

692.750.000,00 (Enam Ratue Semb1lan Pu\uh Dua Juta 
Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 

w. jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp. 306.310.000,00 

(['iga Ratus Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) 
{4) BelaJ\ia Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 12 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 18.856.259.431,00 

(Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta 

Dua Ratua Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratua Tiga Puluh 
Satu Rupiah) yang lerdiri atae : 
a. Uang representasi DPRD Rp. 892.290.000,00 (Ddapan 

Ratus Sembilan Puluh Dua Jut.a Dua Ratus Sembilan 
Pu\uh Ribu Rupiah) 

b. Tunjangan keluarga DPRD Rp. 55.972.000,00 (Lima Puluh 
Lima Jut.a Sembtlan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah} 

c. Tunjangan beree DPRD Rp. 90.235.320,00 (Sembila.n 
Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus 
Dua Puluh Rupiah) 

d. Uang pakel DPRD Rp. 88.200.000,00 (Delapan Puluh 
Delapan Juta Dua Ratus Rtbu Rupiah) 

e. Tunjangan jabatan DPRD Rp. 1.293.820.500,00 (Satu 
Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Jute Delapan Ratus 
Dua Puluh Ribu Lima Rarue Rupiah) 

. -�,·,T:v --· _ .. ,,. .. - - I·, ,. ·'·' •• ··ft' -,__;, -:-J. ,.i,·1�,,· 



C. Tunjw1gan alal kelengkapan DPRD Rp. 118.379.100,00 
(Scratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh 
St-mbilan Ribu Seratus Rupiah] 

g. Tunjangan alat kclcnglcapan lainnya DPRO Rp. 
23.306.850,00 [Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratua Enrun 
Ribu DelaptU'I Ratus l..ima Puluh Rupiah 

h. Tunjangan komunikasi inscntif pimpinan dan anggota 
DPRD Rp. 5.040.000.000,00 (Lima Miliar Empat Puluh 

Juta Rupiahl 

i. Tunjangan reeee DPRD Rp. 1.260.000.000,00 (Satu Miliar 
Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) 

j. Pcmbcbanan PPh kcpada Pimpman dan Anggota DPRD Rp. 
24.500.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Uma Ratus Ribu 
Rupiah) 

k. Ptmbulatan gaji DPRD Rp. 21.000,00 (Dua Puluh Satu 
Ribu Rupiah) 

I. Tunj11ngan kcscjahteraan pimpinan dan anggota DPRD Rp. 
4.449.534.661,00 (Empat Miliar Empat Ratus Empat 
Puluh Scmbilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu 
Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) 

m. Tunjangan transportasi DPRD Rp. 5.520.000.000,00 (Lima 
Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) 

(5) Bclanja Oaji dan tunjangan KDH/WKDH acbagaimana 
dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) dircncanakan eebesar Rp. 
446.363.522,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Ttga 
Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ralus Dus Puluh Dua 
Rupiahl yang tcrdiri dari : 
a. Gaji pokok KDH/WKDH Rp. 54.600.000,00 (Lima Puluh 

Empat Juta Enam Ratus Rlbu Rupiah) 
b. Tunjangan keluarga KDH/WKDH Rp. 7.820.400,00 (Tujuh 

Jul.a Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empe.t Ratus Rupiah) 
c. Tunjangan jabatan KDH/V.'KDH Rp. 98.280.000,00 

(Scmbilan Puluh Dclapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh 
Ribu Rupiah) 
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d. Tunjangan beras KDH/WKDH Rp. 6.083.280,00 (Enam 
Juta Dclapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh 

Rupiah) 
e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp. 

23.332.608,00 (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh 

Dua Ribu Enam Ratus Oclapan Rupiah) 
r. Pembulatan gajl KDH/WKDH Rp. 2.240.00 (Dua Ribu Dua 

Ratus Empat Puluh Rupiah) 

g. Juran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp. 
6.279.840,00 (Emun Juta Dua Ratus Tujuh Puluh 

Sembilan Ribu Dclapan Ratus Empat Puluh Rupiah) 

h. luran Jaminan Kecelakaan Kerja. KDH/WKDH Rp. 

131.040,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Empet Puluh 

Rupiah) 
i. luran Jaminan Kematian KOH/WK.DH Rp. 393.120,00 

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Scratus Dua Puluh 

Rupiah) 

j. lnsentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah 
Rp. 247.500.000 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Jut.a 

Lima Ratus Ribu Rupiah) 
k. lnsentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan rctribusi 

daerah bagi KDH/WKDH Rp. 1.940.994,00 {satu Jut.a 

Sembilan Ralus Empat Puluh Ribu Sernbila.n Ratus 
Sembilan Puluh Empal Rupiah) 

{6) Belanja Penerimean lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 
aebegairoana dimaksud pads Pasal 12 aya.t (6) clirencanakan 

&ebesar Rp. 801.600.000 (Dclapan Ratus Satu Juta Enam 
Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri a.tas ; 
a. Dana operasional Pimpman DPRD Rp. 201.600.000,00 

(Dua Ratus Satu Juta Enam Rarus R1bu Rupiah) 
b. Dana operaeional KDH/WKDH Rp. 600.000.000,00 (Enam 

Ratus Juta Rupiah) 
(7) Bclanja Pegawa.i BOSP sebe.gaimana dimaksud pada Pasal 12 

ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 16.122 39).000,00 (EnAm 
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Belas Millar Seratua Dua Puluh Du11 Juta Tiga Ratus Sembilan 
Puluh Satu Ribu Rupiah) 

(8) Belanja pcgawa.i BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 

ayat (8) dittnce.nakan sebcsar Rp. 10.312.540.000,00 (Sepuluh 
Miliar Tiga Ralus Dua Belas Jula Lima Ratus Empat Puluh 
Ribu Rupiah) 

Pasal 14 

(l} Anggaran bclanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan eebcear Rp. 
342.878.560.457.()() rriga Ratus Empat Puluh Dua Millar 
Dclepan Ratus Tujuh Puluh Dela.pan Juta Lima Rarue Enam 

Pul\Ul Ribu Empat Ratus Uma Puluh Tujuh Rupiah) yang 
terdiri alas : 

a. belanja bareng; 
b. bc!anja jau.; 
c. belanja pcmeWiaraan; 
d. bclanja perjalanan dinas; 
e. bclanja uang dan/atau jasa untuk dibcrikan kepada pihak 

ketiga/pihak lain/musyarakat; 
(. bclanja barang dan jasa BOS; 
g. belanja barang dan jasa 8LUD. 

(2) Bel.anja baning sebagaimana dimakaud pada Pae.al 14 ayat (I) 
ayat (It huruf a direncanakan eebeear Rp. 47.223.809.731,32, 
(Empat Puluh Tujuh Millar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta 

Delapen Ratus Scmbilan Ribu Tujuh R.atus Tiga Puluh Satu 

Koma Tiga Dua Rupiah) yang tcrdirl atas belanja barang pakai 
habis scbcsar Rp. 47.223.809.731,32 (Empat Puluh Tujuh 
Millar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Scmbllan 

Ribu Tujuh Rat\.1s Tiga Puluh Satu Koma Tiga Dua Rupiah) dan 
belanja berang tak habis pekai eebeeer Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 

(3) Bclanja jasa eebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (l) 
huruf b dircncanakan scbcsar Rp. 109.961.521.997,48 (Scratus 
Scmbilnn Miliar Scmbilan Ratus Enam Puluh seea Juta Lima 
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Ratus Dua Puluh Sulu RI.bu Sembilan Ratus Sembilan Puluh 

Tujuh Koma Empat Delapan Rupiah) ys.ng tcrdiri ataa : 

a. belanja je.sa kantor Rp. 59.056.502.471,48 (Llma Puluh 
Sembilan Miliar Lima Puluh Enam Jut.a Lima Ratus Dua 
Ribu Empat Ratua Tujuh Puluh Satu Koma Empat 

Delapan Rupiah) 
b. Belanja Juran Jaminan/ASUTansi Rp. 41.648.808.526,00 

fEmpat Puluh Satu Miliar Enam Ratlls Empat Puluh 

Oelapan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus 

Dua Puluh Enam Rupiah) 
c. Belanja Sewa Pera.latan dan Mesin Rp. 2.040.716.000,00 

(Dua Millar Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Betas 

Ribu Rupiah) 
d. Belanja Sewa Oedung dan Bangunan Rp. 694.800.000,00 

fEnam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus 

Ribu Rupiah) 

e. Belanja Jasa Kon&ultansi Konstruksi Rp. 5.561. 195.000,00 
(Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Scratus 
Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) 

f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp. 
205.755.000,00 {Dua Ratus Lima Jula Tujuh Ratus Lima 
Puiuh Lima Ribu Rupiah) 

g. Belanja Beasiswa Pend.idik.an PNS Rp. 95.000.000,00 
(Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah} 

{4) belanja. pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalain Pasal 14 
a,yat (l) huruf c direncanakan eebeear Rp. 9.402.058.442,20 

(Sembilan Milie.r Empat Ratua Dua Juta Uma Puluh Delapan 
Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Koma Dua Rupiah) yang 
terdiri atas : 

a. Be!anja Pemeliharaan Tanah Rp. 25.000.000,00 (Dua 
Puluh Lima Juta Rupiah) 

b. Eklanja Pemehharaan Peralatan dan Mesin Rp. 
6.941.399.493.20 (Enam Miliar Sembilan Ratus Empat 

Puluh Satu Ju111 Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan 
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Ribu Empu.t Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Dua 
Rupiah) 

c. belll.J'lja pemellharaan g,edung dan bangunan Rp. 
1.590.658.949,00 (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh 
Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan 
Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) 

d. belanja pcmeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Rp. 
8'45.000.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta 
Rupiah) 

{SJ bc\anjo. perjalanan dinas sebega.ima.na dima.ksud dalam Pasal 
14 ayat (l) huruf d direncanakan sebesar Rp. 
SS.487.183.266,00 (Lima Pu1uh Lima Miliar Empat Ratus 

Delapan Puluh Tujuh Jut.a Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu 
Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas : 
a. belanja perjalanan dinas dalrun negeri Rp. 

55.487 .183 266,00 (Lima Puluh Lima Milis.r Em pat Rat"us 

De-lapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga 
Ribu Dua Ralus Enrun Puluh Enam Rupiah) 

b. belanja perjalanan dines luar negeri Rp. 100.000.000,00 
(Seratus Juta Rupiah) 

(6) belanja uang dan/atau jasa untuk dibenKan kepada pihak 
ketiga/pihak lain/masyarakat ecbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan aebesar Rp. 
l .861.000.000,00 (Satu Miliar Dclapan Ratus Enam Puluh Satu 
Jute. Rupiah) yang terdiri alas: 

a. belanja uang yang diberikan kepa.da piha.k ketiga/pihak 
lain/masyarakat Rp. 1.600.000.000.00 (Satu Miliar Enam 
ratus Jute. Rupiah) 

h. belanja Jat1a. yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak 
lain/maayarakat Rp. 261.000.000,00 (Dua Ratus Enam 
Puluh satu Juta Rupiah) 

(7) hclanja ha.rang dan jasa BOS scbagaimana dimaksud dalam 
paflfil 14 aye.t ( l) huruf r direncanaka.n eebesar Rp. 
24.916.901.871,00 [Dua Puluh Empat Millar Sembilan Ratua 
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Enam Belas Juta Sembilan Ralus Satu Ribu Delap.an Ratus 
Tujuh Puluh Satu Rupiah) 

(8) Belanja barang dan jasa BLUO sebagaimana dimo.ksud dalam 
pe.sal 14 ayat(ll huruf g direnca.nakan sebesar Rp. 
94.026.085.149,00. (Sembilan Puluh Empat Miliar Dua Puluh 
Enam Juta Delepan Puluh Lima Ribu Sen\tua Empet Puluh 
Scmbilan Rupiah). 

Pa.sal 15 
Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud de.lam pa&al 11 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 910.345.112,00, 
(Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Empe.t Puluh Lima Ribu 

Seratus Dua Betas Rupiah) yang terdirl atas belanja bunga utang 
pinjaman kepada Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebesar 

Rp. 910.345.112,00 (Scmbilan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus 

Empat Puluh Lima Ribu Seratus Dua Belaa Rupiah) 

Pasal 16 

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 
ayat (1) huru! d direncanakan eebeeer Rp. 0,00 (Nol Rupiah) yang 
terdiri atas belanja subsidi kepada BUMN eebeeer Rp. 0,00 (Nol 
Rupiah) 

Pasul 17 

(1) Anggaran bclanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pase.1 11 
ayat (11 hurur e dirr:nce.nakan sebeser Rp. 18.129.074.242,00. 

(Dclapan Belas Mililll' Seratus Du.a Pu.luh Sembilan Juta Tujuh 
Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) yang 
terdiri ates: 

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp. 
14.837.502.000,00 (Empat Belas Millar Delapan Ratus 

Tiga Puluh Tujuh Juta Uma Ratus Dua Ribu Rupiah! 
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b. Belanja Hibah Bantuun Keuangan kepada Pa.rtai Politik 

Rp. 869.572.242,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan 
Juta Lima Ran.ta Tujuh Puluh Dua Ribu Due Ratus Empat 

Puluh Dua Rupiah) 
c. Bclanja Hibah Dana BOSP Rp. 2.422.000.000,00 (Dua 

Millar Em pat Ratua Dua Puluh Dua Juta Rupiah) 

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp. 
14.837.502.000,00 (Empat Bela, Millar Ocie.pan Raru, Tiga 

Puluh Tujuh Juta Umei Ratu, Dua Ribu Rupiah) 
(3) Belanja Hibah kepe.da. Sadan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 

Bersifat Sosraj Kemasyarakatan Rp. 8.228.450.000,00 (Dclapan 

Miliar Dua Ratus Dua Pu\uh Delapan Juta Empat Ratus Lima 

Puluh Ribu Rupiah) 
(4) Belanja Hibah Dana BOSP Rp. 2.422.000.000,00 (Dua Millar 

Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) 

Pasal 18 
(1) Anggaran belanja bantuan seater sebagaimana dimaksud da!am 

pasa.J. 11 ayat(I) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol 
Rupiah) yang terdiri alas : 

a. bantuan sosial kepada individu; 

b. bantuan aosial kepada keluarga;dan 
c. bantuan S05ial kepada kelompok masyarakat. 

(2) Anggaran bantuan sosial kepada individu sebagaimena 
dimaksud pada ayat [l) huruI a direncanakan sebesar Rp. 0,00 

{Nol Rupiah) yang terdiri do.ti : 

a. bantuan sosial uang yang direncanakan kepada indrvidu 
Rp. 0,00 {Nol Rupiah) 

b. bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu 

Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 

(3) Anggaran bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hurur b direncanakan eebesar Rp. 0,00 
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(Nol Rupiah) yang terdiri atae bclanja bantuan sosial uang yang 
dircncanakan kepada kcluarga. 

{4) Anggaran belanja. bantuan aosial kepa.da kelompok masyarakat 
:,ebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c clirence.nakan 
sebesa.r Rp. 0,00 (Nol Rupiah) yang terdirl dari ; 
a. bantuan aosial uang yang direncenekan kepada kelompok 

mssyarakat Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 
b. bantuan sosiaJ barang yang direncanakan kepada 

kelompok mesyarakat Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 

l'Hsal 19 

(1} Belanja modal sebegaimana dimaksud dalrun Pasal 10 huruf b 
direncanakan sebcsar Rp. 140.345.506.095,00 (Seratus Empat 
PUluh Millar Tiga Ratus Empa.t Puluh Lima Juta Lima Ratus 
Enam Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas : 
a. belanja modal peralatan dan mesin; 
b. belanja modal Gedung dan bangunan; 
c. bclanja modal jalan, jaringan dan irigasi; 
d. bclanja modal asset tetap la.innya; 
e. bclanja modal asset lainnya: 

(2) Be\anja modal peralatan dan meain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (11 huruf a direncanakan scbesar Rp. 
24.332.290.286,00 (Dua Puluh Empa.t Millar Tiga Ratua Tiga 
Puluh Dua Juta Dua Rarus Scmbilan P\duh Ribu Dua Ratus 
Oelapan Puluh Enam Rupiah) 

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat 0) huruf b direncanakan eebeear Rp. 
45.073.332.919,00 {Empat Puluh Lima Millar Tujuh Puluh Tiga 
Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Scmbilan Ratus Scmbilan 
Belas Rupiohl 

(4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hUl'Uf c direncanakan sebesa.r Rp. 
66.f>Ol.209.000,00 jEna.m Puluh Enam Miliar Enarn Ratus Satu 
Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah) 
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(5) Belanja modal aeeet letap la.i.nnya sebagaimana dimak11ud pada 
ayat (II huruf d dircncanakan acbcsar Rp. 4.146.673.890,00 

(Empa.t Miliar �ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratua 
Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Scmbilan Puluh Rupiah) 

{6) Belanja modal aasct lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e dircncenakan sebes.a.r Rp. 192.000.000,00 (Seratus 
Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) 

Pasal 20 

lklanja modal peralatan dan mcsin �bagairnana dimaksud dalam 
pasal 19 ayat (II huruf a direncanakan sebesar Rp. 
24.332.290.286,00 (Dua Puluh Empat M1liar Tiga Ratus Tiga Puluh 

Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delspan 
Puluh Enrun Rupiah) yang terdiri dari : 

a. Belanja modal alat besar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 
b. Belanja Modal Alat Angkuta.n Rp. 1.047.960.000,00 (Satu 

Miliat' Empat P\duh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh 
Ribu Rupiah) 

c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 
2.118.895.954,00 (Dua. Millar Senuua Delapan Bela, Juta. 

Dclapan Ratus Scmbilan Pt.duh Lima Ribu Sembilan Ratus 

Lima Pu\uh Empat Rupiah) 

d. Belanja Modal Alai Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 
373.178.375,00 rriga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus 
Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima 
Rupiah) 

e. Belanja Modal Alat Kcdoktera.n dan Ke&ehatan Rp. 
7.709.696.988,00 (Tujuh Millar Tujuh Ratus Scmbilan Juta 
Enam Ratu1 Scmbtlan PuJuh Enam Ribu Sembilan Ratus 

Delapan Puluh Delapan Rupiah) 
f. Bdanja Modal Alat Laboratorium Rp. 814.403.012,00 (Dclapan 

Ratus Empat Bela, Juta Empat Retue Tiga Ribu Dua Belas 

Rupiah) 
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g. Belanja Modal Komputer Rp. 1.924.564.SQ<l,OO (Satu Miliar 
Sembilen Ratua Dua Puluh Empat Juta Uma Ratus Enam 
Puluh Empe.t Ribu Oe.lapan Ratus Empa.t Rupiah) 

h. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Rp. 
6.427.652.239,00 (Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh 

Tajuh Jute. Enam Ratua Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga 
Puluh Sembilan Rupiah) 

i. Bclanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp. 
3.429.938.914,00 (Tiga Millar Empat Ratus Dua Puluh 
Sembilan Juta Sembilan Ratua Tiga Puluh Dclapan Ribu 

Sembilan Rattu;. Empat Belas Rupiah) 

Pasal 21 
Belanja modal Gedung dan bangunan scbagaimana dimaksud 
dalam paeal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 

45.073.332.919,00 (Empat Puluh LJme, Millar f'ujuh Puluh Tige, 
Jut.a Tiga Ratu11 Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratua Sembilan 
Betas Rupiah) yang terdiri dari : 

a. Belanja modal bangunan Gedung Rp. 44.673.332.919,00 
(Empat Puluh Empat Millar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga 
Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ra.tus 
Sembilan Betas Rupiah) 

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp. 
400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) 

Pasal 22 
Belanja modaJ ja!an, jaringan dan irigaai seba.gaimana dimaksud 
dalam pasel 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 
66.601.209.000,00 {Enam Puluh Enrun Millar Enam Ratus Satu 

Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupillh) yang terdiri dari : 
a.Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp. 58.118.505.000,00 

{Lima Puluh Dclapan Miliar Seratus Dela.pan Belas Jut.a Lima 
Ra.tus L.ima Ribu Rupiah) 
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b. Belanja Modal .Jembatan Rp. 54.318.505.000,00 (Lima Puluh 

Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Betas Juta Lima Ratus Lima 

Ribu Rupiah} 
c. Bclanja Modal Bangunan Air Rp. 2.975.700.000,00 (Dua Miliar 

Sembilan Ratus Tttjuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu 

Rupiah) 
d. Belanja Modal lnstalasi Rp. 4.907 .004.000,00 (Em pat Miliar 

Sembilan Ratue Tujuh Jul.a Empat Ribu Rupiah) 
e, Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD Rp. 

200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah} 

Pasal 23 

Belanja modal a58Ct tctap lainnya sebogaimana dimakaud dalam 
pa.sat 19 ayat II) huruf d dirence.nakan scbesa.r Rp. 
4.146.673.890,00, (Empat Miliar Scratus Empat Puluh Enrun Juta 

Enam Ratus Tujuh Puluh 1iga Ribu Dclapan Ratus Sembilan Pu!uh 

Rupiah} yang tcrdiri darl : 
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp. 220.480.000,00 (Dua 

Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu 

Rupiah) 
b. Belanja Modal Asel Tetap Lainnya BOSP Rp. 3.926.193.890,00 

(Tiga Millar Sembtlan Ratus Dua Pulu.h. Enam Juta Seratu1 

Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Scmbdan Pl.duh 
Rupiah) 

Pasal 24 

Belanja modal asset \ainnyo. aebagaimana dimaksud dalam pasa.l 
19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 192.000.000,00 
(Serstus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah! yang terctiri atas 

belanja modaJ asset lainnya BLUO Rp. 192.000.000,00 (Scralus 
Scmbilan Puluh OuaJuta Rupiah) 

·.· • i�t 1 ""f'''M ·;'""'�;, .. - �-...-- -- .. -- 
·. l ·' ·-· · ·· 
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Pasal 25 
Belanja tidak terduga eebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 ( Enam Miliar 
Rupiah) 

Paul 26 
(I) Belanja transfer scbagaimana dimaksud daJam Pasal 10 huruf 

d dircncanakan sebesar Rp. 260.064.911.227,00 (Dua Ratus 
Enam Puluh Millar Enlllll Puluh Empat Juta Serobila.n Rahle 
Sebelas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri 
atas: 

a. Belanja bagi basil 

b. Belanja bantuan keuangan 
(2) Belanja bagi has.ii scbagaimana dima.ksud pada ayat fl) huruf a 

dircncanakan sebesar Rp. 7.310.352.617.00 (Tujuh Miliar Tiga 
Ratus Sepeluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam 
Ratus Tujuh Beias Rupiah) yang terdiri atas : 
a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah 

Kabupaten/kota dan desa Rp. 7.310.352.617,00(Tujuh 
Millar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh 
Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) 

b. Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/kota kepada 
pemerintah desa Rp. 729.212.546,00(Tujuh Ratus Dua 
Puluh Sembilan Juta Dua Ratu.s Dua Belas Rrbu Lima 
Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) 

(3) Be\anja. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pad.a ayat 
(1) huruf b dlrencanakan eebeeer Rp. 252.754.558.610,00 (Dua 
Ratus Lim.a Puluh Dua Millar Tujuh Ratus Uma Pulub Empat 
Jute Lima Ratus Llma Pu!uh Delapan Ribu Enam Ratus 
Scpuluh Rupiahl yang terdrri dar:I belanja bant"uan keuangan 
umum daerah provinsi atau Kabupaten/kota kepada desa. 
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Pasal 27 
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan 
sebesar Rp. 65.816.989.196,00 (Enam Puluh Lima Millar Delapan 
Ratus Enam Belas Juta Sernbilan Ratus Delapan Puluh Sembilan 
Ribu Semtus Scmbilan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas : 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 28 
(1) Anggaran pencrimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 27 hurnf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol 
Rupiah) , yang terdiri etas : 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya; 
b. Pencwran dana cadangan; 
c. Hasil pcnjua\an kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Penerimaan pinjeman daerah; 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; 
f. Penerimaan pembiayaan Jainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) hurnf a drrencanakan 
sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 

(4) Hasrl penjualan kekayaan daerah yang drpisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hurur c direncanakan sebesar Rp. 0,00 
(Nol Rupiah) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana 
dunaksud pada ayat (1) huruf d drrencanakan sebesar Rp. 0,00 
(Nol Rupiah) 

(5) Penerimaan kemba.li pemberian pinjaman daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 
(Nol Rupiah) 
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(6) Penerimaan pembi.ayaan lainnya sesuai dengan kelenluan 

peratura.n pcrundang-undangan sebagaiman111 dimaksud pada 
ayat (11 huruf r direncanakan sebeaar Rp. o.oo. (Nol Rupiahj 

Pasal 29 

(1) Angganw pengehw.nm pembiayaan scbegaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 huruf b direncanakan eebeeer Rp. 
65.816.989.196,00 (Enam Puluh Uma Miliar Delapan Ratus 

Enam Bclas Juta Semhila.n Rstus Delapan Puluh &mbilan 

Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri alas: 
a. Pembentukan dana cadangan; 
b. Penyertaan modal daerah; 

c. Pembayaran cictlan pokok utang yang jotuh tempo; 
d. Pemberian pinjaman daerah; de.n 
e. Pcngeluaran pernblayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

pcraturan perundang-undengan. 
(2) Pembentukan dana cadangan scbagaimana dimaksud peda 

ayat (I) hurufa dinncanakan sebeser Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (t) 

huruf b direncanakan eebeeer Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 
(4) Pcmbayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dircncanakan 

.ebesar Rp. 6S.816.989.196,00 (Enam Puluh Lima Miliiit 

Dclapan Ratus Enam Bela11 Juta Sembilan Ratua Delopan 
Pu!uh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) 

(:SJ Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 

(6) Pengcluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraruran perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncana.kan acbeaar Rp. 0,00 (Nol Rupiah I 

Pasal 30 

(I) Selisih antara anggaran pendapetan daerah dengan anggar11n 

Mlanja daerah mengakibalkan terjadinya surplus/(defisit) 

u· AJ1.'f:\' .:,::It ... · .. · ____ :i.Y r n - 
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eebeser Rp. 65.816.989.196,00 (Ene.m Puluh Luna Millar 

Delapan Rarus Enam Bclas Juta Sembilan Ratua Delapan 
Puluh �mbilan Ribu Seratua Sembdan Pu.luh Enam Rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang mempakan selisih penerimaen 

pembiayaan terhadap pengeluaran pemblayaan direncanakan 
�beaar Rp. 65.816.989.l96,00 {Emun Puluh Lima Miliar 
Delapan Ratus Enam Belas Juta Scmbilan Raws Dclapan 
Puluh SembilM Ribu Seratua Sembilan Puluh Enam Rupiah) 

PMalJl 
(1) Uraian lcbih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daenah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri 
dari ; 

I. Ulfnpiran Ringkasan Penjabaran APSO yang 
Diklasifikaai J.!enurut Kelompok, .Jenis, Objek 
dan Rincian Objek Pendapatan, Bt:lanja dan 
Pemblayaan; 

2. Lampiran IJ Penjabaran APBD Menurut 
Pemerintahan Daerah, Organiaaai, Program, 
Kegiatan, Sub Kcgialan, Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek Pendapotan, BelMja 
dan Pcmbiayaa.n; 

3. Lampiran 111 Daftar Nama Pencrima, Ale.mat Pencrima dan 
Besaran Hibah; 

4. Lampiran [V Oaft.ar Nama Penerima, Alamat Penerima dan 
Besaran Bantuan So11ial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Pcnerima, Alamat Penerima dan 
Besaran Bantuan Keuangan BeraiCat Umum 
dan Bersifat Khusus; 

6. Lampiran VI Dal\ar Nama Penerima, Alamat Penerima dan 
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Be:w.ran Bt:ltinja Bagi HasiJ; 

7. Lampi.ran VII Rincian Dana Otonorni Khuaua Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organiaesi, 
Program, Kegiat11.n, Sub Kegiatan, Kck>mpok, 
Jenis, Objck dan Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pcmbiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Per1ambangan Minyak 
Bumi dan Pertambangan Gas 

Alam/Tambahlln DBH·Minyak dan Gas Bumi 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Prognun, Kegialim, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek 
Pendapatan, Be\anja dan Pcmbiayaan; 

9. Lemprran IX Rincian Dane Tambeben lnfraatruktur­ 

Menurut Urusan Pcmerinta.han Daerah, 
Organisasi, Program, Kegifltan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek 
Pcndapat.an, Be\anja dan Pembiayaan; 

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan 
Provinsi/ Kabupaten/Kota 

Pemerintah 
pada Oeerah 

Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang 
APBD dan Rancangan Pt-rkada tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 
Perbatasan Negara. 

(2) Liunpiran aebltgaimena dimaksud pada eyat (lJ merupakan 
bv.gian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupeti ini. 

Pasal 32 
Pelak:saru.an penjabara.n APBD yang ditetapkan dalam peraturan 
ini dituMgkan lebih lanjut dalaln dokumen pelaksanaan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketcntuan 
perundang-undanglill. 
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PasaJ.33 
Peraturan Bupati ini rnulai beTlaku pada. tanggal diundangkan. 

Agar eetiap orang mengetahuinya, memerintahken pengundangan 
Pcraturan Bupati dengan penempatannya da1arn Serita DaCTtl.h. 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal l:1 Desember 20'24 

SEKRETARIS DAERA OORONTALO, 

MOHAMAD TRIZ!II, ENTENGO 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTAW TAHUN 2024 NOMOR lC-- 


